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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan menurut PSAK 1 (2018) adalah suatu penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan 

adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang lengkap 

menurut IAI (2018) terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

4. Laporan arus kas selama periode 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan akuntansi yang signifikan 

dan informasi penjelasan lain dan; 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan secara retrospektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. 

Laporan-laporan tersebut memiliki informasi penting yang nantinya akan 

dikomunikasikan ke pengguna laporan keuangan. Menurut Weygandt, et al. (2018) 

pihak-pihak yang membutuhkan data akuntansi terdiri atas pengguna internal dan 
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eksternal. Pengguna internal merupakan manajer yang melakukan perencanaan, 

mengelola, dan menjalankan bisnis. Sedangkan pengguna eksternal adalah 

perorangan atau organisasi diluar perusahaan yang membutuhkan informasi 

keuangan perusahaan. Termasuk di dalamnya investor dan creditors. 

Dalam proses penyediaan laporan keuangan perusahaan dalam suatu periode 

tertentu menurut Kieso, et al. (2018), terjadi suatu proses yang disebut siklus 

akuntansi, mulai dari menganalisa transaksi sampai menyiapkan laporan keuangan 

akhir periode. Menganalisa transaksi dilakukan dengan melihat dan memeriksa 

setiap bukti transaksi yang terjadi di perusahaan. Bukti transaksi perusahaan dapat 

berupa sales receipt, cek atau tagihan (bill). 

Salah satu tahapan dari siklus akuntansi yaitu penjurnalan. Perusahaan mencatat 

setiap transaksi secara berurutan sesuai dengan kapan transaksi terjadi. Menurut 

Weygandt, et al. (2018) Jurnal terbagi menjadi 2, yaitu jurnal khusus (special 

journal) dan jurnal umum (general journal). Jurnal umum adalah jurnal yang secara 

kronologis mencantumkan transaksi dan peristiwa lain yang dinyatakan dalam debit 

dan kredit pada akun. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang memiliki 

karakteristik umum. Untuk Special Journal menurut Weygandt, et al. (2018) terdiri 

dari: 

1. Sales Journal 

Sales journal adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh 

transaksi penjualan barang dagang secara kredit. 

2. Cash Receipts Journal 
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Cash Receipts Journal adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat 

seluruh transaksi penerimaan tunai (termasuk penjualan tunai). 

3. Purchase Journal 

Purchase Journal adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh 

transaksi pembelian barang dagang secara kredit. 

4. Cash Payment Journal  

Cash Payment Journal adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat 

seluruh transaksi pengeluaran tunai (termasuk pembelian tunai). 

Terkait dengan perusahaan dagang, berikut ini merupakan jurnal untuk transaksi 

pembelian dan penjualan barang dagang baik secara kredit atau kas dengan 

menggunakan metode periodik dan perpetual: 

1. Jurnal Pembelian (Purchase Journal) 

Purchase journal digunakan untuk mencatat semua pembelian barang 

dagang atau barang lainnya yang dilakukan oleh perusahaan dimana 

pembelian dilakukan secara kredit maupun kas. 

Contoh jurnal pada saat terjadi transaksi pembelian adalah sebagai 

berikut:  

Periodic Inventory System 

Purchases     xxx 

  Account Payable/Cash  xxx 

Perpetual Inventory System 

Inventory     xxx 
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  Account Payable/Cash  xxx 

Pembeli mungkin tidak setuju dengan barang dagangan yang diterima 

karena barang tersebut rusak atau cacat, kualitasnya rendah, atau tidak 

memenuhi spesifikasi pembeli. Dalam kasus tersebut, pembeli dapat 

mengembalikan barang tersebut ke penjual. Transaksi tersebut disebut 

Purchase Return.  

Contoh jurnal pada saat pembeli mengembalikan barang: 

Periodic Inventory System 

Account Payable/Cash   xxx 

  Purchase Return and Allowances xxx  

Perpetual Inventory System 

Account Payable    xxx 

  Inventory    xxx 

2. Jurnal Penjualan (Sales Journal) 

Sales journal digunakan untuk mencatat semua penjualan barang 

dagang atau barang lainnya yang dilakukan oleh perusahaan dimana 

penjualan dilakukan secara kredit maupun kas. 

Contoh jurnal pada saat terjadi transaksi penjualan adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Periodic Inventory System 

Account Receivable/Cash  xxx 
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  Sales Revenue     xxx  

Perpetual Inventory System 

Account Receivable/Cash  xxx 

  Sales Revenue     xxx  

Cost of Goods Sold   xxx 

  Inventory     xxx  

Dalam penjualan terkadang penjual menerima kembali barang (Return) 

dari pembeli yang disebut sebagai Sales Return. 

Contoh jurnal pada saat pembeli mengembalikan barang: 

Periodic Inventory System 

Sales Return and Allowances  xxx 

  Account Receivable/Cash   xxx  

Perpetual Inventory System 

Sales Return and Allowances  xxx 

  Account Receivable/Cash   xxx  

Inventory    xxx 

  Cost of Goods Sold    xxx  

Laporan posisi keuangan menurut keuangan PSAK (2018), menggambarkan 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang dikelompokan dalam 

beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonomiknya. Kelompok besar ini 

merupakan unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur yang berkaitan secara 

langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam laporan posisi keuangan 

adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. 
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Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa 

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir 

ke entitas. Manfaat ekonomik masa depan adalah potensi dari aset tersebut untuk 

memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, pada arus kas dan 

setara kas kepada entitas. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif 

dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas. Mungkin pula berbentuk 

sesuatu yang dapat dikonversikan menjadi kas atau setara kas atau berbentuk 

kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya produksi 

akibat penggunaan proses produksi alternatif (PSAK, 2018). 

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi 

untuk penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk 

tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu 

periode (PSAK, 2018). Pada aset tetap terdapat penyusutan karena nilai manfaatnya 

berkurang setelah adanya pemakaian, dalam PSAK 16 (2018) menyebutkan bahwa 

penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari nilai aset selama umur 

manfaatnya. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, 

penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang 

berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang 

dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan menggunakan 

metode garis lurus atau metode saldo menurun (www.pajak.go.id).  Menurut Kieso, 

et al. (2018), metode penyusutan dalam akuntansi terdiri dari 3, yaitu: 

http://www.pajak.go.id/
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1. Metode Unit Aktivitas (Unit of Activity Method). Metode ini 

mengasumsikan pemakaian aset tetap sesuai produktivitasnya. Umur 

suatu aset tetap biasanya dipertimbangkan berdasarkan output yang 

berupa jumlah unit yang diproduksi, maupun berdasarkan input 

berapa jam aset digunakan. 

2. Metode Garis Lurus (Straight-line Method). Metode ini merupakan 

perhitungan depresiasi yang didasari oleh umur ekonomisnya, bukan 

berdasarkan kapasitas penggunaan aset. Sehingga perusahaan 

membebankan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahun dari 

masa manfaat aset. 

3. (Diminishing) 

a. Sum-of-the-years, beban depresiasi menggunakan metode 

jumlah angka tahun yang akan menurun setiap tahunnya. 

b. Declining-balance Method, metode ini menggunakan tarif 

depresiasi yaitu dua kali tarif penyusutan metode garis lurus. 

Tetapi perhitungan depresiasi dihitung dengan nilai buku 

aset. Metode ini menghasilkan beban penyusutan tahunan 

yang menurun selama masa manfaat aset. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6), untuk 

menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud 

ditetapkan sebagai berikut: 

Table 1.1 
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Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Penyusutan 

Garis Lurus Saldo Menurun 

I.Bukan Bangunan    

Kelompok 1 4 tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% 

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 

II.Bangunan    

Permanen 20 tahun 5% - 

Tidak Permanen 10 tahun 10% - 

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6). 

Kas menurut PSAK 2 (2018), terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening 

giro (cash in bank). Menurut Kieso, et al. (2018), kas adalah salah satu aset yang 
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paling rentan terhadap penipuan dan suatu aset yang dapat dengan mudah 

dikonversi menjadi jenis aset lainnya.  

Bank Statement adalah salinan catatan bank yang dikirim ke pelanggan untuk 

ditinjau. Bank Statement menunjukan transaksi dan saldo deposito perusahaan, 

yang menunjukan; (1) Cek yang dibayarkan dan debet lain akan mengurangi saldo 

di rekening deposit; (2) Deposit dan kredit lain yang meningkatkan jumlah saldo di 

akun deposito perusahaan; (3) Saldo akun deposito yang telah disesuaikan setiap 

hari (Weygandt, 2018). 

Komponen selanjutnya adalah piutang. Piutang menurut Kieso, et al. (2018) 

terdiri dari: 

1. Piutang Usaha (Account Receivable) 

Piutang usaha adalah perjanjian lisan dari pembeli untuk 

membayarkan barang dan jasa yang dijual. 

2. Piutang Wesel (Notes Receivable) 

Piutang wesel adalah perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah 

uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Pada Notes 

Receivable terdapat interest. 

3. Piutang Lain-lain (Others Receivable)  

Piutang lain-lain adalah piutang yang muncul dari transaksi di luar 

kegiatan usaha normal perusahaan. 

Selain kas dan piutang, persediaan (inventories) merupakan salah satu dari 

komponen aset perusahaan. Menurut PSAK 14 (2018), persediaan adalah aset yang 
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tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha bisnis; dalam proses produksi untuk 

penjualan tersebut; atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan 

dalam proses atau pemberi jasa. 

Dalam Weygandt, et al. (2018) perusahaan mengklasifikasikan persediaannya 

tergantung pada apakah perusahaan adalah perusahaan dagang (merchandising) 

atau perusahaan manufaktur (manufacturing). Untuk perusahaan dagang 

(merchandising) persediaannya dibeli dalam bentuk barang yang sudah jadi dan 

dijual ke pengecer yang dikenal sebagai grosir sebagai pendapatan utamanya. 

Untuk metode perhitungan biaya persediaan menurut Weygandt, et al. (2018), 

terdiri dari: 

1. First-in, First-out (FIFO) 

Yaitu mengasumsikan bahwa barang paling awal adalah barang yang 

pertama dijual. metode perhitungan biaya persediaan yang 

mengasumsikan bahwa harga pokok barang pertama yang dibeli 

adalah yang pertama kali diakui sebagai harga pokok penjualan. 

2. Average Cost (Biaya Rata-Rata)  

Yaitu metode digunakan untuk menghitung biaya per unit dengan 

cara menghitung rata-rata. Sehingga mengalokasikan harga pokok 

barang berdasarkan biaya rata-rata.  

Menurut Kieso, et al. (2018), Dalam biaya pengiriman terbagi menjadi 2 (dua), 

yaitu: 

1. FOB Shipping Point 
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FOB Shipping Point artinya tanggung jawab penjual hanya sampai 

ketika telah menempatkan barangnya di kurir dan pembeli yang 

membayar biaya pengirimannya. 

2. FOB Destination 

FOB Destination artinya tanggung jawab penjual selesai ketika 

barang telah sampai di tempat pembeli dan penjual membayar 

biaya pengirimannya. 

Menurut Weygandt, et al. (2018), Dalam melakukan pencatatan perusahaan 

dagang (merchandising) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Perpetual Inventory System  

Sistem persediaan dimana perusahaan menyimpan catatan rinci 

tentang biaya setiap pembelian dan penjualan persediaan, dan 

catatan akan terus menerus menunjukan persediaan yang ada. 

2. Periodic Inventory System 

Sistem persediaan dimana perusahaan tidak mencatat persediaan 

secara rinci selama periode akuntansinya, tetapi hanya menentukan 

harga pokok penjualan pada akhir periode akuntansi. 

Komponen selanjutnya dari laporan posisi keuangan adalah liabilitas. Liabilitas 

merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang 

penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas 

yang mengandung manfaat ekonomik (PSAK, 2018). 
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Liabilitas terbagi menjadi dua yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka 

Panjang. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar oleh 

perusahaan dalam tahun mendatang atau siklus operasi perusahaan (Weygandt, et 

al. 2018). Berikut beberapa contoh liabilitas jangka pendek: 

1. Utang usaha (Account Payable) 

Utang usaha adalah saldo hutang kepada orang lain untuk barang, 

supplies, jasa yang dibeli. 

2. Utang wesel (Notes Payable) 

Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada 

tanggal tertentu di masa yang akan datang. Pada Notes Payable 

terdapat interest. 

Menurut Romney & Steinbart (2015), Terdapat beberapa siklus dalam Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA), yaitu:  

1. The Revenue Cycle (siklus pendapatan) adalah serangkaian kegiatan 

bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait 

mengenai penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan 

mengumpulkan uang tunai dalam pembayaran untuk penjualan 

tersebut. Aktivitas siklus pendapatan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 

Aktivitas Siklus Pendapatan 
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Siklus pendapatan mempunyai 4 aktivitas dasar, yaitu: 

1. Memasukan pesanan penjualan (sales order entry). Tahap ini dimulai 

dengan penerimaan pesanan dari pelanggan. Pesanan yang telah 

diterima kemudian diproses menjadi sebuah dokumen yang disebut 

sales order. Proses tersebut mencangkup 3 tahap, yaitu: 

- Menerima pesanan dari pelanggan 

- Memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan 

- Memeriksa ketersediaan barang dagangan 

2. Pengiriman (Shipping). Barang yang dipesan oleh pelanggan 

dikumpulkan dan dilakukan pengepakan (packing). Proses ini 

menghasilkan dokumen yang disebut packing slip. Setelah itu, pesanan 

dikirim melalui pihak ketiga yang merupakan perusahaan pengiriman 
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dan menghasilkan sebuah dokumen, yaitu bill of landing (kontrak yang 

menyatakan tanggung jawab perusahaan pengiriman atas barang dalam 

perjalanan). 

3. Penagihan (Billing). Melibatkan dua tugas yang terpisah yaitu membuat 

faktur (invoice) dan updating. Aktivitas yang melakukan penagihan 

pada pelanggan atas pesanan penjualan dengan faktur penjualan (sales 

invoice) Membuat sales invoice (faktur penjualan) yang kemudian 

dikirimkan ke pelanggan sebagai bentuk penagihan. Sales invoice 

adalah kegiatan pengolahan informasi yang mengemas ulang dan 

meringkas data terkait dengan pesanan penjualan. Pada tahap ini juga 

dilakukan update saldo akun piutang. 

4. Penerimaan kas (Cash Collections). Menerima pembayaran dari barang 

yang telah dijual. Membandingkan jumlah yang tertera pada sales 

invoice dengan jumlah yang diterima. 

2. The Expenditure Cycle (siklus pengeluaran) merupakan serangkaian 

kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi 

terkait mengenai pembelian dan pembayaran barang dan jasa. 

Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan 

total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan (inventories), 

perlengkapan (supplies), dan berbagai layanan yang dibutuhkan 

dalam organisasi. Aktivitas siklus pengeluaran adalah sebagai 

berikut: 

 Gambar 1. 2 

Aktivitas Siklus Pengeluaran 
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Siklus pengeluaran memiliki 4 aktivitas dasar, yaitu: 

1. Memesan bahan baku perlengkapan, dan jasa. Sebelum melakukan 

pemesanan, bagian purchasing (pembelian) menerima dokumen yang disebut 

dengan purchase recquisition (permintaan pembelian) dari berbagai 

departemen yang membutuhkan untuk dibeli, alamat pengiriman barang dan 

tanggal barang diharapkan akan diterima, deskripsi dan kuantitas spesifik, 

serta penawaran harga yang diajukan, serta daftar rekomendasi supplier 

(pemasok). Selanjutnya, bagian purchase memesan barang kepada supplier 
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sesuai dengan yang tertera pada purchase recquisition. Kegiatan pemesanan 

tersebut menghasilkan sebuah dokumen yang disebut dengan purchase order. 

Purchase order adalah dokumen yang berisi permintaan kepada supplier 

untuk mengirimkan barang pada tingkat harga sesuai kesepakatan. Purchase 

order juga merupakan perjanjian antara supplier (wajib mengirimkan barang) 

dengan bagian purchasing (wajib melakukan pembayaran). 

2. Menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Supplier mengirimkan 

pesanan kepada bagian gudang. Bagian gudang memiliki tanggung jawab 

untuk menerima ataupun menolak barang yang diantar, serta melakukan 

pemeriksaan terhadap kuantitas dan kualitas barang yang telah dipesan. 

Setelah itu, bagian gudang melapor kepada bagian inventory (persediaan). 

Laporan tersebut berupa receiving report (laporan penerimaan), merupakan 

sebuah dokumen yang berisi tanggal penerimaan barang, nama pengirim dan 

nama supplier dari barang yang diantar, serta nomor purchase order. 

3. Menyetujui supplier invoices (faktur pemasok). Menyetujui supplier invoice 

dari pemasok dengan membuat kumpulan dokumen untuk mengotorisasi 

pembayaran yang disebut voucher package. 

4. Pembayaran (cash disbursement). Kasir mengeluarkan sebuah dokumen yang 

disebut dengan voucher package sebagai tanda persetujuan pembayaran. 

Kasir kemudian akan mengeluarkan uang kas untuk membayar supplier. 

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
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dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) ciri-ciri 

dalam pengertian pajak, yaitu (Resmi,2017): 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaanya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk 

membiayai public investment. 

Dalam Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 

Pajak disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Menurut Neneng (2015), Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Mereka yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) dimana batasan PTKP telah ditentukan oleh 

Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
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2. Wajib Pajak Badan 

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap.  

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2017) adalah sebagai berikut: 

1. Official Assessment System 

 Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh 

2. Self Assessment System 

 Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak 

dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Contohnya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah 

lainya. 

3. With Holding System 

 Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 
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yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Contohnya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, 

PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPn. 

Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) 

adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan adalah segala 

sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi 

sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku (Resmi, 2017). Jenis-jenis dari pajak penghasilan (PPh) yaitu: 

1. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) 

 PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 

lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 

Salah satu wajib pajak PPh pasal 21 adalah pegawai tetap. Cara 

menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap adalah 

dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Tarif Pasal 17 

ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 

2008 adalah tarif yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan 

pasal 21, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000 5% 
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Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 15% 

Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 

500.000.000 

25% 

Diatas Rp 500.000.000 30% 

 Sumber: Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 

Tahun 2008. 

 Bagan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut: 

Gaji Pokok  XXX 

Tunjangan lainnya (jika ada)  XXX 

Jaminan Kecelakaan kerja 0,24%  XXX 

Jaminan Kematian 0,3 %  XXX 

Penghasilan Bruto  XXX 

Pengurangan:   

Biaya Jabatan 5% dari penghasilan bruto, 

maksimal Rp500.000 perbulan atau 

Rp6.000.000 pertahun 

XXX  

Iuran Jaminan Hari Tua, 2% dari gaji 

pokok yang dibayarkan oleh wajib pajak 

XXX 

 

 

Jaminan Pensiun, 1% dari gaji pokok 

yang dibayarkan oleh wajib pajak 

XXX  

Jumlah Pengurangan  XXX 

Penghasilan neto (Bersih) sebulan  XXX 
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Penghasilan neto setahun  XXX 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  XXX 

Penghasilan Kena Pajak Setahun  XXX 

   

PPh Terutang = tarif pajak x Penghasilan 

Kena Pajak setahun 

 XXX 

   

PPh Pasal 21 bulan Juli = PPh terutang ÷ 

12 

 XXX 

 

Ilustrasi di atas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). Sementara, bagi wajib pajak yang tidak memiliki 

NPWP, akan dikalikan 120%. 

Contoh: penghasilan Kena pajak sebesar Rp75.000.000, pajak yang harus 

dipotong wajib pajak yang memiliki NPWP: 

5%   x Rp50.000.000 = Rp2.500.000 

15% x Rp25.000.000 = Rp3.750.000 

Jumlah    = Rp6.250.000 

PPh yang harus dipotong bila wajib pajak tidak memiliki NPWP: 

5%   x 120% x Rp50.000.000 = Rp3.000.000 

15% x 120% x Rp25.000.000 = Rp4.500.000 

Jumlah     = Rp7.500.000 
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Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 pasal 

5 ayat (1), penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau 

PPh Pasal 26 adalah: 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara 

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, 

yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 

pegawai berhenti bekerja; 

d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan; 

e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, 

komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; 

f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan 

nama apapun; 

g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak 

teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau 
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dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada 

perusahaan yang sama; 

h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau 

imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau 

diperoleh mantan pegawai; atau 

i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program 

pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

2. Pajak Penghasilan Bersifat Final Pasal 4 ayat (2) 

 PPh pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan 

maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka 

dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Istilah final berarti 

pemotong pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan 

pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak 

yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya (www.pajak.go.id). 

 Menurut Undang-Undang PPh penghasilan dibawah ini dapat dikenakan 

pajak bersifat final: 

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang 

dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b. Penghasilan berupa hadiah undian;  

c. Penghasilan dari transaksi saham sekuritas lainnya, transaksi 

derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan 

http://www.pajak.go.id/
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saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 

pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 

d. Penghasilan dari transaksi pengolahan harta berupa tanah dan/ atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan 

tanah dan bangunan; dan 

e. Penghasilan tertentu lainnya; yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Pemerintah. 

3. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) 

 

 PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan 

(Waluyo, 2017). Berikut contoh perhitungan PPh Pasal 25: 

Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Tahun Pajak 

Penghasilan tahun 2009 sebesar Rp 50.000.000. 

Dikurangi: 

1. Pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja (PPh Pasal 21) Rp 

15.000.000 

2. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 22) Rp 

10.000.000 

3. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (PPh Pasal 23) Rp 

2.500.000 

4. Kredit pajak penghasilan luar negeri (PPh Pasal 24) Rp 7.500.000  

Jumlah kredit pajak Rp 35.000.000 

Selisih Rp 15.000.000 
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Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri 

setiap bulan untuk tahun 2010 sebesar: Rp 15.000.000 x 1/12 = Rp 

1.250.000. 

Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari dua komponen yaitu pajak masukan dan  pajak 

keluaran. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya  sudah 

dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak  dan/atau 

perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak  Tidak 

Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak  dari luar 

Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (www.pajak.go.id).  Pajak 

keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut 

oleh  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak,  penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor 

Barang  Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak 

(www.pajak.go.id). 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha, baik orang pribadi maupun 

badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak 

(JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tahun 1984 serta perubahannya. 

Sedangkan pengusaha non PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai 

PKP. Jika seorang pengusaha non PKP ingin dikukuhkan menjadi PKP, maka yang 

bersangkutan harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha 

Kena Pajak (NPPKP) (www.online-pajak.com). Agar dapat dikukuhkan sebagai 

PKP, seorang pengusaha wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: 

http://www.pajak.go.id/
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a) Baik orang pribadi maupun badan harus mendaftarkan diri dan 

mendapatkan NPPKP jika peredaran usaha atau omzetnya dalam 1 tahun 

telah mencapai lebih dari Rp4.800.000.000. 

b) Berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2013 ditetapkan bahwa perusahaan 

yang omzetnya tidak mencapai Rp4,8 miliar, maka tidak diwajibkan sebagai 

PKP. Pengusaha dengan penghasilan tersebut, akan masuk klasifikasi 

pengusaha kecil atau non PKP. 

c) Namun, bagi PKP yang peredaran bruto/omzetnya di bawah Rp4,8 miliar 

dalam satu tahun, dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan 

sebagai PKP. 

Cara menghitung PPN atas suatu Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak  

adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP),  

dimana tarif pajak PPN yaitu (www.pajak.go.id) :  

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).  

2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena  

Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan ekspor 

Jasa  Kena Pajak. 

Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, wajib pajak  harus 

membuat faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat  oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

(BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) (www.pajak.go.id). Faktur Pajak  

Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat  

melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, dan atau  
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Barang Kena Pajak yang tergolong dalam barang mewah (www.online-pajak.com).  

Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika  

melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP  

lainnya (www.online-pajak.com). Untuk memberi kemudahan, kenyamanan, dan  

keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam pembuatan faktur pajak, Direktorat  

Jenderal Pajak menyediakan aplikasi atau sistem elektronik yang disebut dengan e-

Faktur. E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem  

elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak  

(www.pajak.go.id). 

Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah menyampaikan nilai pajak yang  

terutang kepada negara melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Undang 

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 11 Surat  

Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan  

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek  pajak, 

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-

undangan perpajakan. 

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana 

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya 

terutang dan untuk melaporkan tentang (Resmi, 2017):  

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.  

2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa 

http://www.online-pajak.com/
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Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.  

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau 

dipungut dan disetorkannya (Resmi, 2017). 

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut (Resmi, 2017):  

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan 

atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri atas:  

a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26.  

b. SPT Masa PPh Pasal 22.  

c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26.  

d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)  

e. SPT Masa PPh Pasal 15.  

f. SPT Masa PPN dan PPnBM  

g. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi Pemungut.   

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk 

pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri atas:  

a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah)  

b. b.SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan 

menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang 

Dolar Amerika Serikat (1771-US).  
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c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 

penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan 

pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau 

lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; 

dan dari penghasilan lain (1770) 

d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam 

negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final 

(1770 S).  

e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai 

penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770 

SS).  

Surat Pemberitahuan dapat berbentuk (Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018): 

1. Formulir Kertas (hard copy) 

2. e-SPT 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

242/PMK.03/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

243/PMK.03/2014, batas waktu penyetoran dan penyampaian Surat Pemberitahuan 

dinyatakan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 
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Batas Waktu Penyetoran dan Penyampaian Surat Pemberitahuan 

No Jenis Pajak Batas Waktu Penyetoran 

Batas waktu 

Penyampaian 

1 PPh Pasal 4 ayat (2) 

yang dipotong oleh 

Pemotong PPh 

Paling lama tanggal 10 bulan 

berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir. 

Paling lama 20 hari 

setelah Masa Pajak 

berakhir. 

2 PPh Pasal 4 ayat (2) 

yang dibayar sendiri. 

Paling lama tanggal 15 bulan 

berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir. 

Paling lama 20 hari 

setelah Masa Pajak 

berakhir. 

3 PPh Pasal 21 

dan/atau PPh Pasal 

26 yang dipotong 

oleh Pemotong PPh. 

Paling lama tanggal 10 bulan 

berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir. 

Paling lama 20 hari 

setelah Masa Pajak 

berakhir. 

4 PPh Pasal 25 dibayar 

sendiri. 

Paling lama tanggal 15 bulan 

berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir. 

Paling lama 20 hari 

setelah Masa Pajak 

berakhir. 
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No Jenis Pajak Batas Waktu Penyetoran 

Batas waktu 

Penyampaian 

5 PPN dan PPnBM 

yang terutang dalam 

satu Masa Pajak. 

Paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir dan sebelum 

SPT Masa PPN 

disampaikan. 

Paling lama akhir 

bulan berikutnya. 

6 PPN atas kegiatan 

membangun sendiri. 

Paling lama tanggal 15 bulan 

berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir. 

Paling lama akhir 

bulan berikutnya. 

7 SPT Tahunan PPh 

Orang Pribadi. 

Sebelum Surat 

Pemberitahuan Tahunan PPh 

disampaikan. 

Paling lama 3 bulan 

setelah akhir Tahun 

Pajak. 

8 SPT Tahunan PPh 

Badan. 

Sebelum Surat 

Pemberitahuan Tahunan PPh 

disampaikan. 

Paling lama 4 bulan 

setelah akhir Tahun 

Pajak. 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

242/PMK.03/2014 dan Nomor 243/PMK/03/2014 

Surat Pemberitahuan yang diisi oleh Wajib Pajak selanjutnya harus 

dilaporkan ke pihak pajak. Untuk melaporkan SPT, Wajib Pajak dapat 

menggunakan sarana yang disediakan oleh pihak pajak yaitu e-Filing. E-Filing 
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adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan online 

dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. 

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas 

waktu perpanjangan penyampaian SPT, Wajib Pajak dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar (www.pajak.go.id):  

a. Denda senilai Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN.  

b. Denda senilai Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya.  

c. Denda senilai Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan.  

d. Denda senilai Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh Pribadi.  

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 

Tahun 2007, Wajib Pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan 

dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo 

hingga tanggal pembayaran.  

Membayar pajak adalah salah satu dari kewajiban Wajib Pajak. Pembayaran 

pajak   ada   yang   dilakukan   bulanan   dan   tahunan   dari   Wajib   Pajak   kepada 

pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242 

/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pembayaran 

dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui:   

1. Layanan pada loket/teller (over the counter). 

2. Layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada bank 

persepsi/pos persepsi/bank devisa persepsi/bank persepsi mata uang asing. 

Dengan adanya perkembangan teknologi kini pajak dapat dilaporkan secara 



33 
 

online salah satunya e-Billing. Billing system merupakan sistem yang menerbitkan 

kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara 

elektronik.  Sistem  e-Billing  akan  membimbing  pengguna  Surat  Setoran  Pajak 

(SSP)  elektronik  dengan  tepat  dan  benar  sesuai  dengan  transaksi  yang  ingin 

ditugaskan (www.online-pajak.com, 2020). 

Dalam aplikasi pembayaran pajak online atau disebut dengan e-Billing, terdapat 

istilah jenis pajak dan jenis setoran. Kedua jenis kode ini digunakan wajib pajak 

dalam membuat e-Billing sebagai nomor identitas pembayaran atau penyetoran 

pajak. Kegunaanya akan membuat sistem tahu dan dapat membedakan setoran ke 

kas negara lainnya. Kode akun pajak terdiri dari 6 digit sedangkan kode jenis 

setoran pajak terdiri dari 3 digit (www.klikpajak.com). Berikut daftar Kode Akun 

Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS): 

Tabel 1.3 

Daftar Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran 

Jenis Pajak KAP KJS Jenis Setoran 

PPh Final 411128 420 

PPh Final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan 

usaha yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak yang memiliki peredaran bruto 

tertentu 

PPh Pasal 25 411126 100 Masa PPh pasal 25 Badan 

Sumber: www.online-pajak.com 

 

http://www.online-pajak.com/
http://www.klikpajak.com/
http://www.online-pajak.com/
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1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Kerja magang dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan 

secara profesional dalam: 

1. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama 

proses pembelajaran di kampus dan praktik akuntansi ke dalam dunia kerja. 

2. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah- 

masalah yang dihadapi di dunia kerja, terutama di bidang akuntansi dan 

perpajakan. 

3. Mendapatkan pelatihan dan pengalaman kerja, terutama di bidang 

akuntansi dan perpajakan sehingga mahasiswa mampu bersaing di dunia 

kerja, salahsatunya pengetahuan dalam membuat invoice, menginput, 

membuat kode Billing atau ID Billing pajak, elemen-elemen dari laporan 

keuangan, penyusutan, dan penggunaan sistem Accurate. 

4. Mengasah kemampuan mahasiswa dalam menjalin komunikasi dan 

membangun relasi dengan rekan kerja. 

 

1.3 Waktu dan Pelaksanaan Prosedur Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2020 hingga 15 Agustus 

Di PT. Bintang Mandiri Konsultama yang beralamat di ruko Melati Mas Square 

Blok A2 No.26, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jam kerja magang yang 

dilakukan pada hari Senin-Jumat pada pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB. 
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1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Prosedur pelaksanaan kerja magang pada PT. Bintang Mandiri Konsultama terdiri 

dari 3 tahap, yaitu: 

1. Tahap Pengajuan 

Tahap pengajuan dimulai dengan: 

a. Melakukan pemilihan tempat magang yang sesuai dengan 

daftar tempat magang yang telah ditentukan oleh kampus. 

b. Mengajukan surat permohonan untuk melakukan kerja 

magang pada tempat yang telah dipilih. Pengajuan tersebut 

dilakukan dengan cara mengisi formulir pengajuan kerja 

magang yang kemudian diberikan kepada Ketua Program 

Studi Akuntansi untuk ditandatangani 

c. Setelah surat permohonan kerja magang ditandatangani, 

langkah selanjutnya adalah memberikan surat pengantar dari 

kampus Universitas Multimedia Nusantara, Curriculum Vitae 

(CV), dan transkrip nilai kepada PT.Bintang Mandiri 

Konsultama. 

d. Setelah itu, PT. Bintang Mandiri Konsultama akan 

memberikan konfirmasi penerimaan kerja magang dalam 

bentuk surat konfirmasi penerimaan kerja magang. 

e. Surat konfirmasi penerimaan kerja dari PT. Bintang Mandiri 

Konsultama dan Surat Pernyataan terkait New Normal di 

kantor kemudian diserahkan kepada Ketua Program Studi 
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Akuntansi dan ke Biro Administrasi Akademik. Setelah itu 

mahasiswa akan memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir 

Realisasi Kerja magang, Formulir Kehadiran, Formulir 

Penilaian, dan Formulir Penyerahan Laporan Kerja Magang 

yang dapat di unduh pada website my.umn.ac.id yang 

nantinya akan diberikan kepada pembimbing lapangan PT. 

Bintang Mandiri Konsultama. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Sebelum melaksanakan kerja magang mahasiswa diwajibkan 

mengikuti pembekalan kerja magang. Pembekalan ini 

diberikan agar mahasiswa mempunyai gambaran seputar 

kerja magang, aturan yang harus dipenuhi selama kerja 

magang, serta petunjuk penulisan laporan magang.  

b. Selama kerja magang berlangsung, mahasiswa dibimbing 

oleh pembimbing lapangan, yaitu Bapak Khohaeni Wiguna 

selaku Manajer PT. Bintang Mandiri Konsultama.  

c. Mahasiswa memperoleh informasi mengenai dosen 

pembimbing magang yang ditunjuk langsung oleh Ketua 

Program Studi Akuntansi. 

d. Dosen pembimbing magang kemudian akan membimbing 

mahasiswa dalam penyusunan laporan kerja magang. 

3. Tahap Akhir  

Setelah kerja magang selesai, mahasiswa diharuskan membuat 
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laporan realisasi kerja magang untuk dosen pembimbing yang dibuat 

per minggu selama kerja magang berlangsung dan diwajibkan 

membuat laporan kerja magang yang dibimbing oleh dosen 

pembimbing dengan mengacu pada Buku Panduan Kerja Magang 

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Multimedia 

Nusantara, laporan kerja magang yang telah selesai harus mendapat 

pengesahan dari dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua 

Program Studi Akuntansi. Setelah semua syarat laporan kerja magang 

terpenuhi, maka akan diajukan permohonan ujian kerja magang. 

Formulir penilaian yang diisi oleh pembimbing lapangan terkait 

kinerja mahasiswa selama magang yang selanjutnya diberikan 

langsung kepada Ketua Program Studi Akuntansi. Sedangkan formulir 

kehadiran dan formulir realisasi kerja magang harus dilampirkan pada 

laporan kerja magang. Formulir kehadiran berisi mengenai waktu 

mahasiswa datang dan pulang, sedangkan formulir realisasi kerja 

magang berisi pekerjaan yang dilakukan selama bekerja di 

perusahaan. 

 


